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RINGKASAN  
Penelitian berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1721/Pdt.G/ 
2013/PA.Pbg)”, dengan membahas permasalahan ratio decidendi putusan 
Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/ Pdt.G/2013/ PA.Pbg, debitur 
wanprestasi dan penjualan lelang obyek agunan pada perbankan syariah pada 
pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip perbankan syariah.  
1) Akad pembiayaan multijasa sebagaimana dituangkan dalam akta notaris 
Nomor 1 Tahun 2011, penerima pembiayaan untuk pengembambangan tabloit 
ASPIRASI ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban membayar 
pembiayaan sebagaimana dalam akad pembiayaan. Debitur ingkar janji telah 
sepatutnya jika mengeksekusi benda yang dibebani sebagai agunan, namun hal 
yang disayangkan oleh debitur adalah adanya kesepakatan dalam akad 
pembiayaan bahwa jika debitur wanprestasi, penyelesaiannya dengan menjual 
4 (empat) ruko yang tidak dibebani sebagai agunan, penyelesaian dengan 
menjual 4 (empat) ruko tersebut telah disepakatinya. Apabila dalam 
pelaksanaannya Bank lebih dahulu mengeksekusi benda yang dibebani sebgai 
agunan dengan dasar debitur ingkar janji atau wanprestasi, berarti di satu sisi 
debitur menyerahkan agunan sebagai jaminan utang, dan disisi yang lain 
kesepakatan dalam akad untuk menjual benda yang tidak dibebani sebagai 
agunan.  
2) Bank syariah selaku pemberi pembiayaan mempunyai hak untuk melelang 
benda yang dibebani sebagai agunan milik debitur sebagai pelunasan piutang, 
namun langkah penjual lelang atas eksekusi hak tanggungan jelas tidak sesuai 
dengan prinsip pembiayaan syariah yang salh tolong menolong. Pembiayaan 
bermasalahan langkah yang diambil yaitu melanjutkan hubungan dengan 
nasabah, dan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Melanjutkan hubungan 
dengan nasabah jika menurut penilaian bank syariah nasabah dinilai kooperatif 
dan masih memiliki prospek usaha yang baik ke depannya dan dilakukan 
dengan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan. Selain itu dalam 
perbankan syariah, penjualan lelang benda yang dibebani sebagai agunan 
merupakan alternatif terakhir, karena lebih menekankan penyelesaian non 
litigasi. 
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ABSTRAK 
 
Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan 
perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan ijarah multi jasa adalah mengambil 
manfaat dengan jalan pengganti. Dikaitkan dengan sistem perbankan syariah 
sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam, maka tidak hanya dituntut untuk 
menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja. Akan tetapi, 
juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan 
Al - Qur`an dan Hadist. Kriteria wanprestasi pada pembiayaan ijarah multi jasa 
dan upaya penyelesaiannya adalah masing-masing pihak harus memenuhi 
kewajiban yang timbul dari akad. Apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban 
dalam akad, penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah dengan mediasi 
atau melalui BASYARNAS.  
Kata Kunci : Wanprestasi, Akad Pembiayaan, Ijarah, Multi Jasa 
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This article is Legal Research using statute approach, conceptual approach and 
case approac. Result of this legal research is characteristics of multi-service 
ijarah financing, that the purpose of ijarah is to take advantage with a 
replacement road. Associated with the Islamic banking system as part of the 
Islamic economic concept, therefore sharia banking is not only required to 
generate profit through every commercial transaction, but also demanded to 
implement sharia values in accordance with the Qur'an and Hadith. Breach of 
contract crtiertia on multi-service ijarah financing and settlement efforts is each 
party must meet the obligations arising from the contract. If one does not fulfill 
the obligations in the contract, settlement of wanprestasi in sharia banking withm 
mediation or through BASYARNAS.  
Keywords : Breach Of Contract, Financing Agreement, Ijarah, Multi Services.  
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BAB IV 
 
PENUTUP 
 
 
1.1. Kesimpulan 
 
1.1.1. Ratio decidendi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 
1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg debitur wanprestasi, bahwa akad 
pembiayaan multijasa sebagaimana dituangkan dalam akta notaris 
Nomor 1 Tahun 2011, penerima pembiayaan untuk pengembambangan 
tabloit ASPIRASI ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban 
membayar pembiayaan sebagaimana dalam akad pembiayaan. Debitur 
ingkar janji telah sepatutnya jika mengeksekusi benda yang dibebani 
sebagai agunan, namun hal yang disayangkan oleh debitur adalah 
adanya kesepakatan dalam akad pembiayaan bahwa jika debitur 
wanprestasi, penyelesaiannya dengan menjual 4 (empat) ruko yang 
tidak dibebani sebagai agunan, penyelesaian dengan menjual 4 (empat) 
ruko tersebut telah disepakatinya. Apabila dalam pelaksanaannya Bank 
lebih dahulu mengeksekusi benda yang dibebani sebgai agunan dengan 
dasar debitur ingkar janji atau wanprestasi, berarti di satu sisi debitur 
menyerahkan agunan sebagai jaminan utang, dan disisi yang lain 
kesepakatan dalam akad untuk menjual benda yang tidak dibebani 
sebagai agunan. 
 
1.1.2. Penjualan lelang obyek agunan pada perbankan syariah pada 
pembiayaan syariah tidak sesuai dengan prinsip perbankan syariah, 
bahwa Bank syariah selaku pemberi pembiayaan mempunyai hak 
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untuk melelang benda yang dibebani sebagai agunan milik debitur 
sebagai pelunasan piutang, namun langkah penjual lelang atas eksekusi 
hak tanggungan jelas tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah 
yang salh tolong menolong. Pembiayaan bermasalahan langkah yang 
diambil yaitu melanjutkan hubungan dengan nasabah, dan 
penyelamatan pembiayaan bermasalah. Melanjutkan hubungan dengan 
nasabah jika menurut penilaian bank syariah nasabah dinilai kooperatif 
dan masih memiliki prospek usaha yang baik ke depannya dan 
dilakukan dengan langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan. Selain 
itu dalam perbankan syariah, penjualan lelang benda yang dibebani 
sebagai agunan merupakan alternatif terakhir, karena lebih 
menekankan penyelesaian non litigasi. 
 
1.2. Saran 
 
a. Bank selaku kreditur meskipun mempunyai hak untuk menjual lelang 
barang yang dibebani sebagai agunan, namun sesuai dengan prinsip bank 
syariah, hendaknya gugatan perdata ke Pengadilan agama merupakan 
alternatif terakhir, agar antara bank dengan nasabahnya tetap terjalin 
hubungan yang baik antara bank dengan nasabah perbankan syariah. 
 
b. Kesepakatan dalam pembiayaan dalam bentuk akad merupakan suatu hal 
yang mutlak untuk dilaksanakan, oleh karemna itu hendaknya bank selaku 
kreditur mematuhi isi kesepakatan tersebut agar sesuai dengan prinsip 
perbankan syariah yakni penyelesaian secara musyawarah untuk 
mendapatkan manfaat. 
  
 
 
 
 
DAFTAR BACAAN 
 
 
Abdul, Azhim Jalal Abu Zaid, Fiqh Riba, Jakarta: Senayan Publishing 
 
Afandi, M. A. M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implemetasinya dalam Lembaga 
Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Printika, 2009 
 
Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah dan Impelementasinya dalam lembaga Keuangan 
Syariah, Logung Pustaka, Yogyakarta 2009. 
 
Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 
 
Anonim, Profil dan Prosedur, Badan arbitrase Syariah nasional, Jakarta, 2008. 
 
Antonio, Muhammad Syafi`i, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, Gema Insani, 
Jakarta, 2001 
 
Ascarya, Akad & Produk Bank Syari’ah, cet ke-3, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. 
 
Dewi, Gemala, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Peraturan Asuransi 
Syariah di Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2004 
 
Djamil, Fathurrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di 
Lembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 
 
Djamil, Fathurrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, 
Sinar Grafika, Jakarta, 2012 
 
Goodpaster, Garry, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995 
 
Harahap, Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1998 
 
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak 
Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, 
 
Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Genta Press, Yogyakarta, 
2008 
 
Ismail, Perbankan Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 
 
Lathif, Azharuddin, Fiqh Muamalat, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005 
 
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta, 2006. 
  
 
 
 
 
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2004. 
 
Muhammad, Rifki, Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi 
PSAK Syariah), P3EI, Yogyakarta, 2008 
 
Muhammad, Sistem dan Prosedur operasional Bank syariah, UII Press 
Yogyakarta, 2008 
 
Pitlo (Alih Bahasa M. Isa  Arief),  Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta, 1986 
 
Purnamasari, Irma Devita, Siswinarno, Akad Syariah, Mizan Media Utama, 
Bandung, 2011 
 
 
Rahmanto, Derta, Perlindungan Tertanggung: Kewajiban Pemeliharaan Solvency 
Margin Bagi Usaha Perasuransian Konensional dan Syariah di Indonesia, 
Makalah pada Seminar Internasional Menyoal Aplikasi Ekonomi Dalam 
Hukum Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 
Universitas YARSI Jakarta, Kamis 30 Agustus 2007. 
 
Rais, Isnawati dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga 
Keuangan Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 
2011) 
 
Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008 
 
Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of riba 
and Comtempory Interpretation, E.J Briil-New York-Koln, 1996 
 
Shomad, Abd. Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 
Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. 
 
Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999 
 
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2004 
 
Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 
 
Suma, Muhammad Amin, Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi 
Konvensional, Jurnal Hukum Bisnis, XX, 2002 
 
Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait BMI & 
Takaful Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 
 
Usanti, Trisadini P., Transaksi Bank Syariah, Bumi Aksara, Jakarta, 2013 
  
 
 
 
 
Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2001 
 
_______, Produk dan Akad Perbankan Syariah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2008 
